
Mengingat 

a. bahwa berdasarkan Peraruran Menteri Keuangan 
Nomor 225/PMK.07 /2017 teotang Perubahan kedua 
atas Pereturan Menteri Keuangan 
Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelotaan Transfer 
ke Daerah dan Dana Desa dan Peratnran Menteri 
Keuangan Nomor 226{PMK.07 /2017 tentang Perubahan 
rincian Dana Desa menurut; Daerah Kabupaten / Kota 
Tahun Anggaran 2018, maka Peraturan Bupati Cirebon 
Nomo;r 105 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian 
dan Penetapan Rincian Dana Desa Sctiap Desa di 
Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018, perlu diubah 
untuk disesuaikan; 

b. bahwa Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 105 
Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian clan 
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten 
Cirebon Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud 
pada buruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati. 

l. Undang-Undang Nomor 14 Tabuo 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Serita Negara Repu bilk 
Indonesia tanggal 8 Agustus l950) sebagaimana telab 
diubah, dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten. Subang dengan mengubab Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah­ 
daerah Kabupaten Dalam Llngkungan Prop_insi Djawa 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2851); 

Menlmbang 
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2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

'3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapakali diubah, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Neg;naRepubbk Indonesla.Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun .2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2014 Nomor 292, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 560 l ); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang .Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambaban Lembaran 
Negara Republik Indonesia Noinor 5539) sebagaimana 
telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah, Nomor 47 
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 T.abun 2014 tentang' Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa; 

6. Peraturan Pemertntab Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara [Lembaran Nega:ra Republik 
Tndonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana 
telah dim-bah dengan Peratutan Pemerintah Nomor 22 
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun ·2014 tentang Dana Desa 
Yang Bersutnber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5694); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

8.. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun -2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa [Betita Negara 
Repu.blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

• 

' 
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9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor l Tahun 2015 
tent.ang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal 
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita 
Negara Republik lndonesia Tah.un 2015 Nomor l58J; 

10. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 44 Tahun 2016 
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

l l. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah. 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 
tentang lndeks Desa Membangun (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300); 

12. Peraturan Menterl Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Tahun 2018 (Serita Negara Repubtik 1 ndonesia 
Tahun 2017 Nomor 1359); 

13. Peraturan Menteri Keuaogan Nomor 50/PMK.07 /2017 
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
(Belita Negara Republik lndonesia Tahun 2017 
Nomor 537) sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 225 /PMK.07/2017 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menterl Keuangan 
Nomor 50 / PMK.07 /20 l 7 tentang Pengelolaan Transfer ke 
Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970). 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 /PMK.07/2017 
tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap 
Kabupaten/Kota dan Pengbitungan Rincian Dana Desa 
Setiap Desa (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1884) . 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMl{.07/2017 
tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menu.rut Daerah 
Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 20.17 Nomor 1971). 

16. Peraturan .Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 
Tabun 2007 tentang Pokok-Pokek Pengelolaao Keuangan 
Daerab (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon 
Tah.un 2007 Nomor 15 Seri E.6); 

l 7. Peraturan Daerah .Ka.bupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan. 
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tah.un 2015 
Nomo.r 2 Seri E.l, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 42); 

18. Pera.turan Daerah Kabupaten Cireboo Nomor 4 Tahun 2015 
tentang Rencana Pe.mbangunan Jangka Menen.gah 
Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014 - 2019 
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 
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P._.all 
• Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon 

Nomor 105 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan 
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Cirebon 
Tahun Anggaran 2018 (Betita Daerab Kabupaten Cirebon 
Tahun 2017 Nomor 105 Seri E.89) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 7 

Pagu Dana Desa sebesar Rp,370.242.221.0.00,- (Tiga Ratus 
Tujuh Puluh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua. 
Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah), d:ialokasikan secara 
merata dan berkeadilan berdasarkan: 
a. Alokasi Dasar dibagi seeara merata untuk setiap desa 

sebesar Rp.616.345.000,- (Enam Ratus Enam Belas Juta 
Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah); 

Menetapkan PERUBAl-lAN ATAS P.ERATURAN BUPATI NOMOR 105 
TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN 
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SET1AP DESA DI 
KABl,JPATEN ClREB.ON TAHUN ANGG~ 2018. 

MEMUTUSKAN 

Nomor 4 Seri E.3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nornor 42); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 
Tahun 201 7 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 6 Seri A.3); 

20. Peraturan Bupati Cirebon.Nomor 25 'Pahun 2015 tentang 
P.engelolaan Keuangan Desa (Betita Daerah 
Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 25, SeriE.20); 

21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 122 Tahun 2015 
tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita 
Daerah. Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 122, 
Seri E.112); 

22. Peraturan Bupati CirebonNomor 54 Tahun 2016 tentang 
Perenoanaan Pembangunan Pesa (Berita Daerah 
Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 54, Seri E.37); 

'23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 111 Tahun 2017 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun ~aran 2018 (Berita Daerah 
Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor l l 1, Seri A.5). 

• 
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4. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) huruf e diubah, 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 27 

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan seoara bertahap, dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. Tahap r sebesar 20%, d.isalurkan paling cepat 

bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga 
bulan juni dengan persyaratan: 
- Peraturan Daerah mengenai APBD; dan 
- Peraturan Kepala Daerah rnengenai tata. cara 

pengalokasian dan rincian dana desa per desa. 

3. Ketentuan Pasal 24 dibapus. • 

Pasal 23 

Belanja pelaksanaan pembangunan dapat digunakan untulc 
1. Biaya administrasi uroum setinggi-tingginya lOOA, dari total 

anggaran masing-rnasing kegiatan berdasarkan rumpun 
pembangunan, Yaitu: 
a. biaya survey, meliputi: 

- pembuatan gambar, dan penyusunan Rencana 
'Anggaran Biaya; 

- belanja makan dan minum 
- ATK; 
- dokumentasi dan pelaporan; 

b. belanja Pegawai, rneliputi: 
- honor tim pelaksana kegiatan. 

2. Biaya fisik konstruksi / belanja modal, meliputi: 
a. belanja material bangunan; 
b. belanjajasa tenaga.kerja 

• 
2. Ketentuan Pasal 23 diubah, sebingga berbunyi sebagai berikut: 

b. Alokasi Afirmasi diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa 
Sangat Tertinggal yang rnemiliki jumlah penduduk miskln 
tiriggi. 

c. Alokasi Formula dihittmg berdasarkan data jumlah 
penduduk, angka kemiekinan, luas wilayah, dan indeks 
kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang 
berwenang dan/ atau lernbaga yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan dalam bidang statistik; 

Penghitungan dan rincian Dana Desa untuk setiap desa 
sebagaimana tercantum dalam 1"ampiran yang merupakan 
bagian tidakterpisahkan dari Perubahan Peraturan Bupati ini, 

,' 
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Pasal 38 

(3) Laporan realtsasl penyerapan dan capaian output Dana 
Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 
"1 Februari .tahun anggaran berjalan. 

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 
Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dlmaksud pada 
ayat (2) .huruf b dieampaikan paling lambat tanggal 1 J uni 
tahun anggaran berjalan. 

6. Ketentuan Pasal 39 Ayat (2) huruf b, Ayat (4), dan Ayat (5) 
diubah, sebingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 39 

(2) Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi 
realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidaai 

realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 
tahun anggaran sebelumnya; dan 

b. Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi 
realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 
sampai dengan ta.hap U. 

• 

5. Ketentuan Pasal 38 Ayat (3) clan Ayaf (4) diubab, seh:ingga 
berbunyi sebagai berikut: 

b. Tabap II sebesar 40°/o, disalurkan paling cepat 
bulan Maret dan paling lambat minggu keempat 
bulanjuni dengan persyaratan: 
- Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa Ta.hUI) 

Anggaran sebelumnya; dan 
- Laporan Konsolidasi Realisasi. Penyerapan dan 

Capaian Output Dana Desa Tahun Anggaran 
sebeiumnya. 

c. Tahap m sebesar 4()0/o, disalurkan paling cepat bulan 
Juli dengan persyaratan: 
- Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa sampai 

dengan ta.hap II; dan 
- Laporan Konsolidasi Reallsasi Penyerapan dan 

Capaian OutputDanaDesasampai dengan tahap fl. 
(2) DPMD membuat not.a dinas kepada Bupati tentang 

pennohonan persetujuan penyalu:ran Dana Desa dalam 
1 (satu) tahun anggaran dengan melampirkan: 
e. besaran pagu Dana Desa Tabap I, Tahap II dan Ta.hap III 

pada masing- .masing desa se-kabupaten yang akan 
disalurkan setiap tahap. 

• 
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Pasal 42a: 
(1) Bupati menyalurkan kembali dana desa yang ditunda 

dalam hal: 
a. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 28 dan Pasal 29 telah diterima; 
b. Sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya 

kurang dari atau sama dengan 300Ai (tiga puluh persenl; 
dan 

c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsionaJ 
daerah. 

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (1) huruf a dan huruf c 
berlangsung sampai dengan berakhimya tahun anggaran, 

8. Setelah Pasal 42 ditambahkan Pasal baru yaitu Pasal (42a), 
yang berbunyi sebagai berikut: 

7. Ketentuan Pasal 42 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) diubah, 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 42 

(2) Penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa 
tahap Il tabun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di 
RKD tahun anggamn sebelumnya. 

(3) Dala.m hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 
sebelumnya lebih besar dari ju:mlah Dana Desa yang akan 
disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap D 
tidak: dilakukan. 

(4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun 
anggaran berjalan slsa Dana Desa, di RKD tahun anggaran 
sebelumnya masih lebih besar dari 300/Q (tiga puluh persen), 
penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tidak: dapat disalurkan dan menjacli 
sisa Dana Desa ctiRKUD. 

(4) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian 
output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan 
paling lambat tanggal 14 Februari tahun anggaran 
berjalan. 

(5) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan konsolidasi 
penggunaan Dana Desa tahap I .sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) buruf b disampaikan paling lambat tanggal 14 
Juni tahun anggaran berjalan. 

• 

• 
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Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi 
sisa Dana Desa diRKUD. 

(3) Bupati melapotkan sisa Dana Desa di RKUD eebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) kepadaKepala KPPN selaku KPA 
penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. 

(4) Bupati memberitahukan kepada kuwu yang bersangkutan 
mengenai dana desa yang ditunda penyalurannya 
sebagatmana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir 
bulan Nopember tahun anggaran berjalan dan agar 
dianggarkan kembali dalam rarrcangan APB Desa tahun 
·anggaran berikutnya 

(5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD 
sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dalam rancangan 
APBD Tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentua.n 
perundang-undangan . 

(6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD belum disalurkan dari 
RKUD ke RKD· sampai dengan akhir bulan februari tahun 
anggaran berjalan, sisa dana desa tersebut diperhitungkan 
sebagai pengurang dalaro penyaluran Dana Desa Tahap Il 
dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan. 

(7) Dalam hal desa telah. memenuhi persyaratan penyaluran 
sebelum mi.nggu kedua bulan juni tahun anggaran berjalan, 
Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa dana 
desa tahap U yang belum disalurkan dari RR.UN ke RKUD 
kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan 
Daria Desa paling lambat minggu ketiga bulan juni tahun 
anggaran berjalan. 

(8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa dana desa tahap 
II dari Bupati, kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran 
DAK Fisik dan Dana Pesa menyalurkan sisa dana desa 
tahap I] yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD paling 
lambat bulan juni tahun anggaran berjalan. 

(9) Dalam bal Bupati tidak menyampaikan permintaan 
penyaluran Dana Desa Tahap U sebagaimana dimaksud 
pada ayat (7), sisa dana desa .taliap Il yang belum 
disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi sisa 
an,ggaran 1ebih pada RKUN. 

• 
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/RAHM.AT SUTRISNO 

BERITADAERAH KABVPATE.N CIREBON TAHUN 2018NOMOR ~ , SERI lil.5 

Diundangkan di Sumber 
pada tanggal ,~ f'e'bru;fri ~,a 

1 Pit. SEKR.l!:TARJS DAERAH K'ABUPATEN CIREBONl 

< 

SUNJAYA PURWADISASTRA 

Th! . 

Ditetapkan di Swnber 
pada tanggal 12 Februari 2018 

BUPATI CIREBON 

Agar ·setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam 
Betita Daerah Kabupaten Cirebon, 

Peraturan Bupati in! mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

PASALII 

• 

• 
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SERITA DAERAH KABUPATEN ClREBQN TAHUN 2018 NOMOR ' , SERT l!l,5 

- . 7 . 
RAHMAT SU'l'RISNO 

Diundangkan di Sumber 
pada tanggal 14 Pellruari 2©11i 

Plt. SEKRETARIS DAH:RAH KABUPATE~ CIREBON 

SUNJAYA PURWADJSASTRA 

Ttd . 

Ditetapkan di Sumber 
pada tanggal 12 Februari 2018 

BUPATI CIREBON 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam 
Serita Daerah Kabupaten Cirebon. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 

PASALII 

• 

• 
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